
a. bahwa untuk mcmpcrlancar pelaksanaan tugae 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pringsewu perru adanya 
pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler, Hak 
Keuangan dan Ad.ministratif Pim pi.nan dan Anggota 
n~n 'PP.rwakilan Rakyat Daerah: 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakijan Rakyat Daerah Kabupaten 
Prmgsewu , sepanjang mengamr mengenai hak 
keuangan dan administratlf Pimpinan dan Anggor» 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
pringsewu sudah tidak sesuai lagi dengan peraruran 
peru ndang-u.ndangan yang lebih tinggi, sehingga 
perlu diganti; 

c. bahwa ketentue.n Paaal 28 Pcraturan Pcmcrintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentana Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan untuk 
rnemberu.uk peraturan daerah mengenai Hak 
Keuangan Dan Administra.tif Pimpinan Dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae.rah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, 
perlu meneta.p.kan Peraturan Daerah tentang 
Kedudukan Protokoler, IIak Keuangan dari 
Adminiatratif Pimpirian ORn AnggntR Dewan 
Perwak:ilan Rakyat Daerah Kabu paten Pringsewu; 

l. Paeal 18 ayat {6) Undang-Undang Da.S&' Negara 
Repuhlik Indonesna Tahun 1 Q45; 

BUPAil PRINGSEWU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

Mcngingat 

Menimbang 

BUPATI PRJNGSEWU 
KABUPATEN PRINGSEWU 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU 
NUMOR 05 TAHUN 2017 

'fENTANG 

AEDUDUKA~ PROTOJ<OJ.F.R, HAX KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PIMPINAN DAN A~GGOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PRINGSEWU 

SALIN AN 

/ 



PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN 
PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PTMPINAN DAN ANOCOTA DEWAN PERW.l\KlLAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI PRINCSEWU 

dan 

DEWAN PERWAl<ILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PRJNGSEWU 

Dengan Persetujuan Bersama 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tent.a.ng 
Pembentukan Kabupaten Pringeewu di Provinsi 
Lampung (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
'I'Ahun 2008 Nomor 185, Tumbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4932); 

3. Undang-Undang Nomor 12 'rohun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undanga.n 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undong Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (lembaran Negere. Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tru:nbahllll 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 
sebagaimana telah dlubah beberapakali terakhir 
dengsn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201~ 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndoneata Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan ?Unpin.an dan 
Anggota l"lewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l's.hun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Numor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan f'cratura.u Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembar.An N~gara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran l\egara t<epublik Indonesia Nomor 4712); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perw'1kilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndoneeia 605 7); 

Menetapkan 



Dal.tun Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaJah Kabupaten Pringsewu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 

Daerah 11ebttgai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Pring:sewu. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daemh yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwa.kili.UI Rah-yo.t 
Daerah Kabupaten Pringsewu. 

5. Pimpinan Dewan PerwakiJsin RAky"lt Daerah yang 
selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat 
daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD .Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan 
perundang-undangan, 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selaniutnva disebut Anggota DPRD adalah JM>JsihAt 
daerah yang memegang jabatan anggota DPRD 
Kabupaten t'ringsewu sesuat peraturan perundang- 
undangan. 

7. Selu"Lw.i>l.t Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang 
sielanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pringsewu. 

8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah 
Sekretarrs Dewan Perw~ltu1 Rakyat Daerah 
K~bupaten Pringsewu. 

9. Kedudukan Protokoler B.dalah kcdudukan yang 
diberikan seseorang untuk mendapatkan 
penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam 
acara resmi atau pertemuan resmi. 

10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara 
Kenegaraan atau acara resrra yang meliputi aturan 
yang mengenai tata tempat, tata upecara dan tata 
penghcrmatan sehubungan denga.n jabatan dan/atau 
kedudukannya dalam Negara, pemerintBh dan 
masyarakat. 

11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang 
diatur rum dilaksanakan oleh Pemermtah Daerah 
sit.au Lembaga Perwalcilan Daerah, dalam 
melakaanakan fungsi dan tugas tertentu, dihadiri oleh 
Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan Jainnya. 

12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan 
upacara dalam acara Kenegaraan dan acara resmi. 

, .. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



---·-··- ·-··· 

13. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat 
bagi Pcjabat Negara, Pejabat Pemerintah, l'ejabat 
Pemerintah DaP.rah dan tokoh m.asyarakat tertentu 
daJam acara Kenegaraan atau acara resmi. 

14. Tata penghormatan adslah aturan untuk 
melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat 
Neg<:tra, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah 
Daerah dan tokoh :masyankat tertentu dulsm acara 
Kenegaraan atau acara resmi. 

15. Uang representasi adalah uang yang diberikan eetiap 
buJan kepada Pimpinan dan An_ggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan 
dan Anggota DPRD. 

16. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 
menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas. 

17. 1\lnjangan jabatan ada l~h uang yang diberikan setiap 
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena 
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota DPRD. 

18. Tunjangan alat kelengka.pan adalah tunjangan yang 
diht!rikan setiap bulan kepado. Pimpinan dan Anggota 
DPRD sehubungan dengan kedudukannya ~h'lgai 
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Sadan 
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan 
Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 
dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan 
dibentuk oleh rapat paripuma. 

19. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan 
yang diberikan kepada. Pimpinan dan Anggota DPRD 
sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, 
Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota. dalaJn panitia 
khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan 
dibentuk oleh rapat paripuma untuk membahas hal 
berllifat tertentu dan khusus. 

20. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya 
di&ingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada 
Pimpinan dan AnW)ta DPRD sietiap bulan dalam 
rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan 
Anggota DPRD. 

21. Tunjangan reees adalah tunjangan yang diberikan 
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap 
melakukan reses, 

22. Tunjangan kesejahteraan a.dalah mnjangan yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, 
jaminan kemanan, pakaian dinas dan at:ribut, rumah 
negara dan pcrlengkapannya, kendaraan dmas 
jabatan bagi Pirnpinan DPRO, belanja rumah tangga 
bagi Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi 
Anggota DPRD. 



Tata tempat untuk Anggota DPRD dalam acara resmr 
yang diadakan di Kabupaten Prin1J9P.u.i.1 s.ebagai berikut: 
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati: 
b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil 

Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya; 
c. Anggota DPRD ditempatkan ber8ama dengan Pejabat 

P~rintah Daerah lainnya yang setingkat Sekrel.aris 
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan ~ala 
Dinas/Badan dan/atau Satuan Organisasi Perangkat 
Daerah lainnya. 

Bagian Kedua 
Tata Tempat 

Pasal 3 

BAB II 
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN 

DAN ANOOOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
AcaraResmi 

Pasal 2 
(1) Pimpinan dan Anggot..11 OPRD memperoleh kedudukan 

Protokoler dalam Acara Resmi. 

(2) Acara Resmi sebagaimAna dimaksud pada ayat (1), 
meliputi: 
a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di 

Daerah; 
b. acara reemi pemerintah daerah yang 

menghadirkan Pejabat Pemerintah; 
c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh 

Pejabat Pemerintah Daerah. 

23. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninr.gal 
dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang 
bersangkute.n diberhentikan dengan hormat . 

.24. o~na Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya 
disebut Dana Operaeional adalah dana yang 
disediakan Pimpinan DPRD !'.etiap bulan untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain 
guna mela.ncarkan pelaksanaan tugas Pimpinan 
DPRD sehari-hari. 

25. Anggaraan Pendapatan dan Belanjli Daerah yang 
selanjutnya dising~t APED adalah Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 
t>ringsewu. 



Tata tempat daJam Acara Pengucapan Sumpah/.fanji 
Anggota DPRD meliputi: 
a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan 

Ketua Pengadtlan Negeri atau Pejabat yang ditunJUk 
duduk di sebelah kanan Bupati; 

b. Anggota DPRD yang alcan mengucapknn 
sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan; 

c. setelah pengucapan sumpah/janji, Pimpinan 
Sementara DPRD duduk di aebelah kiri Bupati; 

Pasal6 

Tata tempat dalam Acara Pengambila.n Sumpah/Janji dan 
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebani berikut: 
a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan 

mengambil SumpahjJanji dan melantik Bupati dan 
Wakil Bupati; 

b. Wakil-wakil Ketua DPRD dutluk ill sebelah kiri Ketua 
DPRD; 

c. Anggota DPRD menduduki tempat yang tel.Rh 
disediakan untuk anggota; 

d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah 
kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji 
dan melantik Bupati dan Wakil Bupati; 

e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang a.kan dilantik 
duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; 

f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai 
dengan kondisi Ruangan Rapat; 

g. mantan Bupati clan Wakil Bupati setelah pelantikan 
duduk di eebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; dan 

h. Bupati dan Wakil Dupati yang baru dilanlik. duduk di 
sebelah kanan P!>jabat yang mengarnbil Sumpah/ 
Janji dan melantik Bupati dan Waldl Bu1)8.ti. 

Pasal5 

Tata tempat dalam rapat-mpat DPRD sebagai berikut: 
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua 

DPRD; 
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di 

sebelah kanan Ketua DPRD; 
c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua 

DPRD; 
d. Anggtita DPRD menduduki tempat yang telah 

dfaediakan untuk Anggota; 
e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai 

dengan kondisi Ruang Rapa.t. 

Pasa.14 



Pasal9 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat 
penghonnatan sesuai dengan penghormatan yang 
diberikan kepada Pejabat Pemerintah. 

(2) Penghorrnatan sebagaimana dimaksud pada ayat [I), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Baglan Keempat 
Tata Penghormatan 

(I) Tata up!'lcara dalam acaza .-esmi dapat berupa 
upacara bendera atau bukan upacara bendera. 

(2) Untuk ke&el'agaman, kekmcMan, ketcrtiban dan 
kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan 
tata upa.cara sesuai dengan ketentuan peraturan 
peeundang-undangan yang berlaku. 

Pa.sal 8 

Bagian Ketiga 
Tata Upacara 

Tata tempat dalam Aca.ra Pengambilan Sumpah/Janii dan 
pelantikan Ketua dan Wa.kil-wa.kil Ketua DPRD hasil 
Pemilib.an Umum sebagai berikut: 
a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri 

Bupati clan Wakil Bupati; 
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan 

Ketua Pengadilan Nege.ri; 
c. setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri 

Bupati clan Wakil Bupati, Wakil·wakil Ketua DPRD 
duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; dan 

d. mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Kelua 
Pengadilan Negeri duduk di tempat ysmg telah 
disediakan. 

Pasal '/ 

d. Pimpinan DPRO yang Jama dan Ketua Pengadilan 
Negeri atau Pejabat yang ditunjUk duduk di tempat 
yang telah disediakan; 

e. Selm!t.aris OPRD duduk di belakans Pimpinan DPRD; 
f. para undangan clan anggota DPRn laionya duduk 

ditempat yang telah disediakan; dan 
g. pers/kru TV /radio disediakan tempa.t tersendiri, 



(l) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan ga,ji 
pokok Bupan. 

(21 Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 800.Ai 
(delapan puluh persen) dari uang representa.si Ketua 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75°/o (tujuh 
puluh lima persen] dari uang representasi Ketua 
DPRD eebagaimana dimakaud pada ayat (1). 

l'asa.113 

Uang representaed bagi Pimpinan dan Anggora DPRD 
-hagaimana dimaksud dalam Paaal 10 huruf a diberikan 
setiap bulan. 

Bagian Kedua 
Uang Representasi 

Pasal 12 

(1) Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana 
di.maksud dalaJn Pasal 10 huruf a sampai dengan 
huruf g dibebankan kepada APBD. 

(2) Pajak pengbasilan sebagaimana di.maksud dalaJn 
Po.sru 10 h1.1rud h dan huruf i dibebankan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. 

(3) Pembebanan pajak -~aimana dimaksud pada 
By~t (1) dan ayat (2) dila.kukan 9ei!Ua.i dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paw 11 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD te:nliri atae: 
a. uang representasi: 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan beras; 
d. uang paket; 
e. tunjangan jabetan; 
f. tunja.ngan slat keJengko.pon; 
g. tuttjangan alat kelengkapan lain; 
h. tunjangan komunikasi intensif ; dan 
i. tunjangan reses, 

Pa.sal 10 

Bagian Kesa.tu 
Umum 

BAB III 
PENOUASILAN PIMPINAN DAN ANOOOTA DPRD 



(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalatn 
Badan Musyawarah, Komisi, Badan Angga.ran, Ba.clan 
Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan 
Ke.hormatan berhak memperoleh tunjQJlgort alat 
kelengkapan sebagaimana dimaksud da1atn Pasal 10 
huruff. 

Pasal 17 

Dagian Keenaan 
Tunjangan Alat Kelenglcapan 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mempemleh 
tuniangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf e, yang diberikan setiap bulan. 

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebesar 145o/o (seratus empat puluh lima 
persenl dari uang representast yang diterima. 

.-·· 

Pasal 16 

Bagian Kelima 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 15 

(I) Uang paket bagi Pimpinan dan Ansgota DPRD 
sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 huruf d 
diberikan setiap bulan. 

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar 100/0 (sepuluh persenJ dari uang representasi 
yang <literima. 

Bagian Keempat 
Uang Pak.el 

Pasa.l 14 

(1) Tunjangan keluarga clan mniangan beras 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan 
huruf c, bag1 Plmpinan dan Anggota Dt'J<Ll diberikan 
setiap bulan. 

(21 Besaran tunjangan keluarga clan tunjengan beras 
scbagaimana. dirnaksud pada ayat ( IJ ii\hilah sama 
dengan tunjangan kl'!luarga dan tunjangan beras bagi'. 
pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagi.an Ketiga 
Tuniangan KeluargA dsm 'l'unjangan Beras 



Bagi.an Kedelapan 
Tunjangan Komunikasi lntensif 

Pasal 19 

( l) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana 
dlrnaksud dalam f'asal 10 huruf h, diberikan setiap 
bulan dengs.n mempertimbangkan kernampuan 
keuangan daerah. 

(2) TKI aebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) ctiberikan 
untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota 
DPRD. 

(3) Besaran TKJ bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
sebagaimana dimaksud pads. ayat 11) dilakukan 
dengan ketentuan: 
a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; 
b. sedang. paling banyak 5 (lima) k.idi; dan 
c. rend.ah. paling banyak 3 ltiga) kali; 
dari uang repreaentaai Kerua DPRD. 

(1) Pimptnan dan Anggota L>P.IID yang duduk dalam alat 
keleng,kapan lain berhak memperoleh tunjangan alat 
kelengkapan lain sebagaimana dimaki:md dalam Pasal 
10 huruff. 

(2) Besaran t.unjangan alat kelengkapan lain 
sebagaimana dimaksud dalain Pasal 10 huruf g sama 
dengan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana 
diatur dalaw Pasal 1 7 ayat (2). 

(3} Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibe.rikan selama alat 
kelengkapan Jilin tcrbcntuk dan melaksanakan tugai:;. 

Bagian Ketujuh 
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain 

PaSBI IR 

(2) Tunjangan alat keleugkap~.11 ::.ebagaimana dtmaksud 
pada ayat (II diberilam dengan ketentuan: 
a. untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma 

Ii.ma persen]; 
b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar So/o (lima 

persen]; 
c. untuk jabatan eekretarta, sebesar 4% (empat 

persen); dan 
d. untukjabatan anggota, sebesar 3% ~tiga persen); 
dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. 



(1) Tunjangan Kesejahteraan Pirnpinan d.an Anggota 
DPRD terdiri ata11: 
a. j,,_minan ke&ehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 
d. pakaian dina.s dan atribut 

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud prula 
ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tuniangan 
kesejahteraan berupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; 
b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c, belanja rumah tangga. 

Paaal 22 

Bagii.n Kesatu 
Umum 

BAB IV 
TUNJANGAN KESEJAH1ERAAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Penghitungan kemampuan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. tinggi; 
b. sedang; 
c. rendah; 

dengan mengaeu. kepada peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 21 

Pasa.l 20 

(1) Tunjangan reses bagi .Pimpinan d.1\11 Anggota DPRD 
seba.gaimana djmakaud dalam Pasal 10 huruf i 
diberlkan dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daen.h. 

(2) Besaran tunjangan reses sebagaimanan dimaksud 
pada ayat (1) di.lakukan dengan ketentuan: 
a. tinggi, paling banya.k 7 (tujuh} kali; 

. h. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan 
c. rendah, paling hAnyak 3 (tiga.) kali; 
dari uang representasi Ketua DPRD. 

Bagian Kesembilan 
Tunjangan Reses 



-----··· - 

Jaminan keeelakaan kerja dan jaminan .kematian 
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b 
dan huruf c, diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan kema.tian sesual dengan ketentuan 
peraturan perunclang-undangan. 

Pasa.125 

Bagian Ketiga 
Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerikeaan 
kesehatan llP.MgRimana dimaksu<I pada ayat ( l) 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

(2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakat1 I [satu] k.aJi dalam 1 (~u) 
tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak 
terma.suk sua.mi/istri dan anak. 

Pasal 24 

(1) Selain jaminan kesehatan eebagaiman.a dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD 
disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan 
untuk mengetahui status kesehatan di luar ca.kupan 
pelayan.an kesehatan yang diberikan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) jup tennasuk suami/istri d.an anak sesuai 
denean peraturan perundang-undangan. 

Pasal23 

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk 
Juran kepada Badan Penyelenggara Jaminan SOsial 
Kesehatan eeeuai peraturan perund.ang-undangen. 

Bagian Kedua. 
Jaminan Kesehatan 

(3) Selain tuniangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan 
.lresejahteraan berupa: 
a. n.u:nah negara dan perlengkapannya; dan 
b. tunjangan traneportaai. 



Pasal 27 

(11 Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan 
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan 
sebagaimana dimaksud dalaln Pa.sat 22 ayat (2) 
huruf a dan huruf b, eesual standar peraxuran 
perundang-undangan, 

(2) Rwnah negara dan perlengkapannya. :seb~nana 
dimaksud dalam Pa-1 22 ayat (3} huruf a, d.apat 
disediakan bagi Anggot.a DPRD sesuai standar 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Kelima 
Tunjllllgan Rumah Negara dan PerJengkapannya Serta 

Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan 
harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana 
dimaksud pa.da a.yat (2), diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

(2) Pakaian dinas aaibut sebagatmana dimaksud pa.tla 
ayat ( 1) terdiri at.as: 
a. pakaian sipil h111iAn disedialcan 2 (dua) pa.sang 

dalam l [satu] tahun; 
b, pakajan sipil resmi disediakan 1 (satu] pasang 

dalam 1 (!18.tu) tahun; 
c. pakaian sip!l lengkap disediakan 2 (dua) ~1g 

da.lam S (Ii.ma) tahun; 
d. pakaian dini:is harian lengan paJtjang disediakan 

1 (satu) pa.sang dalam 1 [satu] tahun; dan 
e, pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 

1 (satu] pa.sang dalam 1 (satu] tabun. 

(3} Pakaian dinas dan atribut &ebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disediakan sesuai dengao peraturan 
perundang-undangan di btdang pengadaan barang 
dan/atau jaea pemerinta.h dengan 
mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan 
kepatutan. 

Bagian Keempat 
Pakaian Dinas dan Atribut 

Pasal 26 

( l) Pimpinan dan Anggota. DPRD diberikan pakaian dinaa 
dan e.tribut aebagaimana dima.kaud dalam Pas.al 22 
ayat (11 huruf d. 



(2) L>alam haJ Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara bagi Anggota. DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada yang 
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. 

Pasal 30 

(11 Dalatn hal Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas 
jabatan bagi Pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud 
dala.m Pasal 27, kepada yang bcraangkutan dibcrikan 
t.unjangan perumahan dan tunjangan tmnAp<>rt.aai. 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang 
discdiakan eebagaimana di.maksud pada ayat ( 1) tidak 
dapat dnsbah. 

(I) Rumah negara dan perlenglcapannya serta kendaraan 
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 tidak dapat disewabelikan, 
digunausahakan, dipindahtangank.an, dan/ atau 
diubah status hukumnya. 

Pasal 29 

(1) Dalam hal Pirnpinan DPRD berhenti atau berakhir 
masa baldi, rumah negara dan perlengkapannya serta 
kendaraan dinas jabatan wajlb dlkembalikan dalam 
keadaan bailc kepada Pemerintah Daerah paling 
lambat 1 (ea.tu) bulan sejak tBnggal berhenti atau 
beraklrimya masa bal'ti. 

(2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah 
negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir 
masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya 
wajib dikembalika.n dalam keadaan baik kepada 
Pemerintah Daerah paling larnbat 1 {1tan1) bulan !k"jak 
tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

Pasa.128 

(4) Peme.liharaan rumah negara. dan perlengkapannya 
ecrta. kcnclaraan dinas jabe.tan scbagaimana 
dima.ksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara 
clan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dibebankan pada APBD. 

(3) Pemakaian rumah n&gam. dan perl&ngkapannya aerta 
kendaraan dinas jabatan sehagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dan pemakaian rumah negara dan 
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan eesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



r>aw 32 

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan 
dinas jabatan serta tunjangan perumahan dan tunjangan 
traneportas! s.ebAgaimana dimalcsud dalam Pasal 22 tidak 
dapa.t diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
secara bersamaan. 

Pasal 31 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitaa, standar harga 
setempot yang berlaku, dan standar luae bangunan 
dan lahan rumah negara. sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan transportaai sebagaimana 
dimaksud da!am Pasal 30 harus memperhatikan asas 
kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga 
setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Besa.ran tunjangan perumahan yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar satuan harga sewa 
rumah yang berJaku untuk standar rumah negara 
bagi Pim.pinan dan .l\nf,gota DPRD, tidak termasuk 
meubel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan traneportaai yang dibayarkan 
harus sesuai dengan standar se.tuan harga sewa 
kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan 
dinas jabatan bagi .t'impinan dan Anggota UPRO, 
tida.k terma.suk bia.ya pera.watan dan biaya 
opera.siona.l kenda.raan dinas jabatan. 

(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh 
melebihi besaran tunjangan perumahan dan 
tunjangan traneport.asi Pimpinan dan Anggota DPl«> 
l"rovinsi Lampung. 

(6) Ketentuwi lebih lanjut mengerial besaran Lunj!Ulgi:u1 
perumahan dan tunjangan transportasi diatuT dalam 
Peraturan Bupati. 

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi 
bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihP-rik11n dalsim hP.ntuk uang clan dibayarkan 
setiap bulan terhitung mula.i tanggal pengucapan 
sumpah/ janji. 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota 
DPRD scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 
huruf b, diberikan dalam bentuk uang dan 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 



(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia 
atau mengakhiri mass baktinya diberikan uang jasa 
pengabdian. 

BABV 
UANG JASA PENGABDIAN PIMPJNAN 

DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 37 

Ketentuan mengenai standar kebutuhan m.inimal 
sebagaimana dimaksud dala.rn Pasal 35 ayat (2) diatur 
lebih hmjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman 
kepada peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 

Pasal 35 
( l l DaJam ramdat menunjang pela.ksanaan fungsi, tugas 

dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja 
rumah tmlgg8. sebagaimana dimaksud dalain Pasal 22 
ayat (2) buruf e, dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan daerah. 

(2) Dclanja rumah tangga sebagaimana. dima.ksud pada 
.ayBt (11 digunBkan untuk mf!menuhi kebutuhan 
minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang 
dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat 
DPRD. 

(3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan 
fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak 
diberikan bclanja rume.h tangga eebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (21 hurur c. 

Bagian Keenam 
Belanjo. Rwnah Tangga Pllnpinan DPRD 

Pasal 34 

Bagi Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan 
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi. 

(21 Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau 
ist:rinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati 
Pringsewu tidak diberikan turuanaan perumahan. 

Pasal 33 

(1) Bagi suami d.an/atau istri yang menduduki jabatan 
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada 
DPRD Kabupctten Prinpewu hanya diberikan salah 
satu tunjangan perumahan. 

.-. 



. .. 

Pasal 39 

( 1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan 
wewewenang DPRD, di.sediakan belanja penunjang 
kegiatan DPRD. 

Bagian Kesa.tu 
Um um 

BAB \11 
RELAN,JA PRNUNJANG KEGIATAN DPRD 

(1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan setelah 
Pimpman atau Anggota DPRD yang bersanglrutan 
diberhentikan dengan honnat scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundane-undangan. 

(2) Dalam ha1 P1mpinan dan Anggota DPRD 
diberhentikan dengan tidak hormat, tidal< dibe:rikan 
uang.iasa pengabdian. 

l'asaJ 31:1 

(21 Besaran uang jasa. pengabdian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa 
bakti Pimpinan dan Ansgota DPRD, dengan 
ketentuan: 
a. ma&a bakti kurang dari atau SQJDpai dengan 

1 (sa.tu) tahun, diberikan uang jasa penpbcllan 
sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; 

b. mesa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) 
bulan uang reprel5Cnta.si; 

c. ma• bakti eampai dengan 3 (tiga) tahurr, 
diMtikan uang ja'MI. pengabdian -beiiar 3 (tiga) 
bulan uang representasi; 

d. masa. bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) 
buhm uang representasi; dan 

e. wa:si:t bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, 
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) 
bulan uang representasi. 

(3) Dalam hal Pin1pinan at.au Angguta DPRD meninggal 
dunia, uang j.AAA pengabdian g.ebegaimana diniaksud 
pada ayat (2) diberikan kepada ahli warimya sesuai 
peraturan perundang-undangan. 



Bagi.an Ketiga 
Dana Operasional Pimpinan DPRD 

Paso.I '11 

(l} Untuk menwijang kegiatan operasional yang 
bcrkaitan dcngan representaei, pelayanan, dan 
kebutuhan lain guna meJancarkan pela.kaanaan tugas 
Pimpinan DPRD sehari-h.ari, Pimpinan DPRD 
diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b. 

(2} Dana operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), diberikan setiap bulan dengan 
mempcrtimba.ngkan kcmampuan keuangan daerah 
AAhB~;mBnB dimsik"11d dAlBm PsiAAl 21. 

Dagian Kedua 
Program 

Pliti<:ll 40 

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) huruf a terdiri atas; 
a. pcnyclenggaraan re.pat; 
b. kunjungan kerja; 
c, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Penta; 
d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber 

daya manusia di lingkungan DPRD; 
e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan 

dan kemaayarakatan; dan 
f. program lain seeuai dengan fungsi, tugaa, dan 

wewenang DPRD. 

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalpm rencana 
keria sesuai peraturan perundana-undangan. 

(3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada 
ayat [2) disusun berdasarkan rencana lcerja yang 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 
a. program; 
b. dana operasional Pimpinan DPRD; 
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat 

kelengkapan DPRD; 
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan 
e. belanja sekretariat fraksi, 



-------·-· 

{ 1) Untuk menunjang pelak:saan f11ngsi, tugas dan 
kewena.ngan DPRD yang tercennin dalam alat 
kelengkapan DPRO dan sesuai kebutuhan. Anggota 
DP.KU, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat 
kelcngkapan DPRD dapat mengusUlkan kelompok 
pakar atau tim ahli ala.t kelengkapan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
hurufc. 

Ragian Keempat 
Kelompok Pakar atau Tim Ahli 

Alat Kelengkapan DPRD 

Pasa143 

a. Ketua DPRD, dengan kelompok kcmampuan 
keuangan daerah: 
l . tinggi, paling banyak 6 [enam] kali; 
2. eedang, J)li.ling banyak 4 (empat) kali; 
3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; 
dari uang representaai Ketua DPRD; 

b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok 1.-emampuan 
keuangan daerah: 
1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 
2. sedang, paling banya.k 2,5 (dua koma lima) kali; 
3. rendah, paling banyak 1,5 [satu koma lima} 

kali: 
dari uang representasi Wakil Ketua DPRr>. 

(21 Pemberian rl$lna operasion.e.l sebagnimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan 
ketentuan: 
a. 80"/o (delapan puluh persen] diberikan secara 

sekaligue untuk semua biaya atau disebut 
lumpsum; dan 

b. 200/o (dua puluh persenl diberikan untuk 
dukungan dana e>perasional lainnya. 

(3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan 
untuk keper)uan pribadi, kelompok dan/atau 
golungan, dan penggunaannya harus memperhatikan 
asae manfaat, efektivitas, efi3iensi, dan akuntabilnas. 

(4) Ketenluan pemberian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tidak diguruikan sampai dengan akhir tahun 
anggaran, sisa dana dimaksurl harus disetorkan ke 
rekening leas umum daerah paling lambat tanggal 31 
Desember tahun anggaran berkenaan sesuai 
peraturon pcrundang-undangl:lll. 

operasional eebagaimana 
41, disusun secara kolektif 
dengan ketentuan sehagai 

( 1) Penganggarsn dana 
dirnaksud dalam Pasal 
oleh Bekretaris DPRD 
berikut: 

Pasal 42 



Pasal 46 

(I) Tenaga ahli fraksi eebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 .ivat (1), merupakan tenaga ahli yang 
disediakan 1 (saru] orang untul< setia.p fraksi dan 
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu 
yang mendukung tugas fraksi serta diberikan 
lronpen~ dengan memperhatikan standar keahlian, 
prinsip ~flSiensi dan se&u!li dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Pengadaan tena.ga ahli fraksi sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (I) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturun perundang-undanga.1. 

(1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) 
tenaga ah.Ii frakm seba.gaimana dirnaksud dalam 
Pasal 39 ayat (::>.) huruf d. 

(2} Tenaga ahli tra.ksi diangkat dan diberhentikan dengan 
Keputusan Sekrctaris DPRD. 

Pasal 45 

Pasal 44 

( 1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau 
tim ahli a1at kelengkapan DPRD didasarkan pad.a 
keha.clinm eesuai dengan kebutuhan DPRD atau 
keldatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan 
harga satuan orang/hari atau orang/bulan. 

(2) Ketentuan mengenni bcsaran kompensasi kelompok 
peka.r atau tim ahli alat kf!lf!ngkapan DPRD diatw- 
lebih lanjut dalam Pera.turan Bupati dengan 
memperhatikan atandar lreahlian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan OPRD 
oebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banya.k 
3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD 
yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan 
Sekretaris DPRD. 

(3) Pengadaan .lrelompnlc pakar atau tiJn ahli e.lat 
kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perunda.ng-w1c.langan 



Pasal 48 

( 1) Penghaa:i.Ian, tunjangan kesejahteraan, uang jasa 
pengabdian I'impinan dan Anggota DPRD, eerta 
belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan 
anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan 
ke dalam jenis belanja aesuai deng,an ketentuan 
peraturan perundang-undanltBJl. 

BAB VII 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADJ.\DNISTRATIF 

PIMPINAN DA.1\1 ANOOOTA DPRO 

(41 P..!nyec!iaan anggaran &ebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi pemenuhan kebutuhan kolanja aJat 
tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang 
diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretaria.t 
DPRD dengan memperhatikan pnnstp efisiensi, 
efektifitas, dan lu.f).lltutan sesuai pemturan 
perundang-undangan. 

( l] Belanja sekretariat fraksi sebagAimana dimak&ud 
dalam 39 ayat (2t huruf e, dibiayai dari anggaran 
5ekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD 
dan eesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2} Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas penyediaan sarana dan 
anggaran. 

(3} Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada 
~yat (2), meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD 
dan kelengkapan kantor eesual dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangen dan tidak tennaauk 
sarana mobilitas, 

Pasal 47 

B~Keenam 
Relanja Sekretariat Fraksi 

(21 Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli 
fraksi sei>agaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
lcbih lanjut dalam Peraturan Bupa.ti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 50 

Pada sa.at Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012 
tentang Kedudukan .Pn:ltokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu Tahun 2012 Nomor 14), di.cabut dan 
dinya.takan tidek berlaku. 

RARIX 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara 
lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana 
tugAs Pimpinan OPRO oleh p("jabat yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut 
diberikan hak keuangan dan administratif yang 
clipe-rsamakill dengan P.impinan DPRD definitif yang 
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan 
berikutnya. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 49 

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentika.n 
sementara oleh pejabe.t yang berwenang sesuai 
dcngan kctentuan peraturan perundang-undangan 
tetap diberikan hak keuangan dan administratif 
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan 
keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan 
jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Angaran/ 
t'engguna ~ang bert:anggungjawab ata.s pengelolaan 
bclanja DPRD scb&gaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bentasarkan 
prinsip trumparansi, pa.rtisipatif, taat aturan, cfcktif 
dan efisien serta alc:untabilitas clan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Anggman behlnjo. DPRD sebagirimene. dimaksud peda 
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
d.ari APBD. 



Materi muatan Peraturan Daarah ini juga rnenata sekretariat fraksi 
melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli li:aksi oleh 
sekretariat DPRD. Begitu pula dalam hal mengenai pembentukan 
kelompok pakar atau tim ahli a1at kelengkapan DPRD. 

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan 
daerah perlu ditunjaag denpn kesejahteraan yang memadai. 
Penganrran tentang hak keuangan clan administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab 
lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan 
.kehldupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam 
melaksanakan fungsi, tugas dan wcwenang lembaga, mengembangkan 
mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta 
meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk 
mewujudkan keadiJan clan kesejahteraan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah 
telah menegaskan bahwa penyelenggaraa11 (lf!merintah daerah 
dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan 
aebagai unsur penyelenggara pemerintahan daeeah yang diberi mandat 
oleh rakyat untuk melaka&mallaa1 urusan pemerintahan yang 
diserahkan kepada. Daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara 
pe:merintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai 
demokratis dan memperjuangkan aspirasi rak:yat dan da.erah. 

Tolak ulrur b.bf!rhasilan DPRD menjalankan amanat mkyat, tidak 
terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas 
Pimpinan dan Anggota DPRD_ Untuk menunjang hal tersebut, perlu 
dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin 
hubungan yang bail<, hannonis, serta tidak saling mcndominasi eatu 
sama lain. Peningkatan kerjasama seeara kel.embagaan dilaksanakan 
melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak 
lain, sehingga po/a keseimbangan pengelolaan pemerintahan daera.h 
yang dilakukan dapat membenlcan manfaat 8ee<trd signifikan bagi 
peningkatan kesejahteraan rakyat fl; daerah tersebut. 

I. UMUM 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN OAt;RAH .KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

KEDUDUKAN PROTOKOLER , HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 
PlMPJNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH 

KABUPATEN PRINOSEWU 



-r--, 
Pasal 3 

Cukup Jelaa. 
Pasal 4 

Cukup JeW). 
Pasal 5 

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelanttkan Bupati dan Wakil 
Bupati berlangsung di Gociung DPRD. 

Pasal 6 
Cukup Jelas. 

Pasal 7 
Cukup Jelas. 

Pasal 8 
Cukup Jelas. 

Pasal 9 
Cukup Jelas. 

Pasal 10 
Cukup Jelas. 

Pasal 11 
Cukup delas, 

Pasal 12 
Cukup -Jelas. 

Pasal 13 
Cukup Jelas. 

Pasal 14 
Ayat (I) 

Tunjangan keluarga diberikan dalaJn bentuk tunjangan 
i:stri/suami dan tunjangan anak kepada Pirnpinan dan 
Anggota DPRD yang merniliki iittri/swuni dan !Ulak yang 
sah berdasarkan ketentuan peraturan perund.ang- 
undangan. 

JI. PASAL DEMI PASAL 

f'asal 1 
Cukup Jelas. 

Pasa12 
Ayat(l) 

Cukup Jelas. 
Ayat(2) 

Hurufa 
Aeara resmi di daerah adalah acara yang 
diselenggarakan di Kabupaten, Kecamatan dan 
Kelurahan/ Pekon. 

H-qrufb 
Cukup Jelas. 

Huruf c 
Cukup Jelas. 



Pasal 25 
Cukup -Jelas, 

Pasal26 
Cukup Jelas. 

Pasal 27 
Cukup Jclas. 

Pasal 28 
Cukup Jelas. 

Pasal 29 
Cukup Jelae. 

Pa.atl 30 
Ayat (1) 

Yang dima.ksud dengan "rumah negara" adalah ba.ngun.lin 
yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi seba.gai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
kelua.rga scrta nu:nunja.ng pe.lak.Sil:r.llUUI tugaa jabatan. 

Pasal 15 
Cukup Jelas. 

Pasal 16 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
Cukup Jelas. 

Pasal 18 
Cukup -Jelas. 

Pasal 19 
Cukup Jelas. 

Pasal 20 
Cukup JeJas. 

Pasal 21 
Cukup Jelas. 

Pasal 22 
Cukup -Jelas. 

Pasal 23 
Cukup Jelae. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Yang dimaksttd dengan "pemertksaan kesebatan yang 
bertujuan untuk mengetahui etarue keeeho.mn' adalah 
medical check up. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

~. 

Ayat(2) 
Cukup Jela.s. 



Pasal40 
Cukup Jelas. 

Pasal41 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain 
menyampaikan bcrbagai Informasl dan permaealahan 
yang adsi di masyarekat, melaksanakan dan 
menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh 
Anggota DPRD. 

Pasa.131 
Cukup Jelas. 

Pasa.132 
Yang dimalcsud dengan "tidak dapat diberika.n kepada Pimpinan 
dan Anggota DPRD SCC8..l'a bersarnaan" tu.ltllah bahwa jika telah 
disediakan dan telah ditem.patl, dihuni, atau dipakai rumah 
negara dan perlengkapannya serta kendaraan din.as jabatan 
maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan 
tunjangan transportasi, begitu pula sebaJiknya. 

Pasa133 
CukUp Jelas. 

Pasal34 
Cukup Jelas. 

Pasal35 
Cukup Jelas. 

Pasa136 
Cukup Jelas. 

Pasa137 
CukupJela.&. 

Pasal38 
Cukup Jela.&. 

Pasal39 
Ayat (1) 

Belanja penunjang lcegiatan DPRD bukan untuk mendanai 
pemba.ya.ran uang lelah/intensif/uang kehormatan/uang 
saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 
DPRD. 

Ayat (2) 
Cukup .Jelaa. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 
C11kup Jelas. 

Ayat (3) 
Cukup Jelas. 

Ayat (4) 
Cukup Jelas. 



.. 

Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hokum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

LE?.IBARAN DAE;RAH KABUPA TEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 05 

A. BUDIMAN PM 

Diundangkan di Plingsewu 
pada tanggal 7 ~st:u.s 201'! 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU, 

dto 
SUJADI 

Ditetapkan di PringSC\VU · 
pada tanggal 7 /\,znstus 20~7 

BUPATI f>lf'.INGSEWU ~ 

Agar ~tiRp omng mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tan~ 
diundangkan. 

Pasal 51 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 
NOMOR 

Pasal 4:.! 
Cukup Jelas. 

J:>asaJ 43 
Cukup Jehu. 

Pasal44 
Cukup Jelas. 

Pasal45 
Cukup Jelas. 

Pasa146 
Cukup JelaB. 

Pasal47 
Cukup Jelas. 

~48 
Cukup Jelas. 

Pasal49 
Cukup Jelas . 

Pasa150 
Cukup Jelas. 

Pasal 51 
Cukup ,felss. 

. -. 

Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lam untuk, 
pelayanan, kearnanan, dan traneportasd guna mendukung 
kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 
Yang dimaksud dengan "kebutuhan Jain• antara lain 
untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan 
hari jadi daerah, pelanti.kan pejabat daerah, melalrukan 
koonlinasi dan kunsulUJ.l:!i kepada kepala daerah, 
musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarekar, 
meniadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada 
masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya 
insidental. 

Aya.t (2) 
Cukup Jelas. 
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